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Mengingat 

BUPATI PIDIE JAYA 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA 

NOMOR 1, TAHUN 2025 

TENTANG 

KAJIAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN PIDIE JAYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI PIDIE JAYA, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana dan pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan perencanaan 

Penanggulangan Bencana dilakukan melalui penyusunan 

data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu 

tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program 

kegiatan penanggulangan bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya 

tentang Kajian Risiko Di Bencana Kabupaten Pidie Jaya; 

: 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4633); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4683); 

3. Undang-Undang ... I 



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

9.Peraturan.-t 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Operasi 

Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6061) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana 

Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

204); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

815); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1088); 

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1036); 

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31); 

18.Qanun.-/ , 



Menetapkan 

18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie 

Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun 

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie 

Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5); 

19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 

15); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DI 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya. 

2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing­

masing. 

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut 

pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan 

perangkat kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya. 

5.BencanaJ. 



5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan 

pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana 

penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu 

tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan 

daerah. 

8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu 

tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

10. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat 

Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil 

Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman Akibat Bencana. 

11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk 

memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana 

suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat 

kerugian dan kapasitas daerah. 

12. Peta Risiko Bencana adalah adalah gambaran tingkat risiko 

bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial 

berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah. 

13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko 

Bencana, baik melalui pengurangan bahaya Bencana 

maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana. 

14.Tanggap'/. 



14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana 

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungs1, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan un tuk 

mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 

peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 

kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh 

lembaga yang berwenang. 

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

bahaya Bencana. 

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran 

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar 

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

pada wilayah Pascabencana. 

19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah 

Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran 

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah Pascabencana. 

20. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu di Daerah yang 

terkena dampak Bencana di Daerah. 

21. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat 

Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

23.Rencana .. f. 



23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 

sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati. 

24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan 

perencanaan dan penyusunan penanggulangan bencana di 

Kabupaten. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan: 

a. menjelaskan bahaya atau ancaman bencana di 

kabupaten pidie jaya; 

b. melakukan pemetaan daerah rawan bencana; 

c. menganalisa kerentanaan dan kapasitas masyarakat; 

d. menyusun daftar prioritas risiko bencana; dan 

e. menyusun dokumen kajian risiko bencana. 

BAB III 

DOKUMEN KAJAIN RISIKO BENCANA 

DAN PETA RISIKO BENCANA 

Pasal 3 

(1) Kajian Risiko Bencana dituangkan dalam bentuk Dokumen 

Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana. 

(2) Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BABI :PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM WILA Y AH DAN KEBENCANAAN 

BAB III : PENGKAJIAN RISIKO BENCANA 

BAB IV : REKOMENDASI 

BAB V : PENUTUP 

(3)Dokumen. r 



(3) Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Kajian Risiko Bencana berfungsi untuk: 

a. memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam 

mengkaji setiap risiko bencana yang ada di daerah; 

b . mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

di Kabupaten Pidie Jaya dengan berfokus pada perlakuan 

beberapa parameter risiko bencana dengan dasar yang jelas 

dan terukur; dan 

c . menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan 

penanggukangan bencana antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam 

kesatuan tujuan. 

BABN .. r 



BABN 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. 

Ditetapkan di Meureudu 

pada tanggal 7 Juli 2025 M 
11 Muharam 1447 H 

/ BUPA JAY&, 

Diundangkan di Meureudu 

pada tanggal 7 Juli 2025 M 
11 Muharam 1447 H 

~ SEKRETARIS DAERAH 
~ . KABUPATEN PIDIE JAYA,/ · 

~ 
MUNAWAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR19 


